






 



Validasi Terhadap Keaslian

Surat Keterangan
Era Baru surat Keterangan

LAYANAN
1

Jangkauan Layanan yang lebih luas

KECEPATAN
2

Kecepatan dalam pelayanan publik dengan 
bantuan Teknologi Informasi yang tepat

VALIDITAS
3

Validasi terhadap pihak-pihak 
berperkara di Pengadilan

Dasar Hukum

ERA TERANG
Surat Keterangan Elektronik Direktorat Jenderal

Peradilan Umum

Ajukan Permohonan Surat Keterangan Anda Melalui :

https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/scan qr-code ini untuk 
membuka situs resmi

pnsarolangu.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2016

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terhadap Surat Keterangan Di Luar Perkara

SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019

Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus 
(PTSP+)dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di 

Lingkungan Peradilan Umum

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Jl. Komplek Perkantoran

Gunung Kembang

Telp/Fax. (0745) 91006, 

Email.  sarolangun_pn@yahoo.co.id, 

Web,. www.pnsarolangun.go.id

mailto:sarolangun_pn@yahoo.co.id


TAHAPAN PERMOHONAN
TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ERATERANG
Elektronik Surat Keterangan
Merupakan layanan permohonan Surat Keterangan
secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon
dimanapun berada, selama tersedianya jaringan
internet dan Ponsel Pintar (smart phone)/Komputer.

PEMOHON

Melakukan pendaftaran Pengguna Aplikasi 

pada aplikasi eraterang di :

https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id

Buka email dan klik aktivasi user, Akun yang

terverifikasi sudah dapat digunakan untuk

mendaftarkan surat keterangan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung R1
Nomor 57/KMA/SK/111/20l91

PEMOHON

Melakukan permohonan dengan menginput 

data formulir eletronik yang telah tersedia

dalam aplikasi eraterang. Setelah menginput 

data di formulir silahkan upload dokumen pendukung 

berupa KTP, SKCK serta pasfoto.apabila sudah lengkap 

silahkan cetak surat permohonan

2 Penetapan Pengadilan1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
4. Surat Keterangan diPidana karena Kealpaan Ringan

atau Alasan Politik
5. Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang

Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang
menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan
Keuangan Negara PENGADILAN

Melakukan verifikasi data pemohon dan

melakukan cek pada basis data perkara

nasional pada aplikasi PTSP+
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1. Surat Permohonan Surat Keterangan;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (1 Lembar);

3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) (1 Lembar);

4. Foto Copy surat Keterangan Catatan
Kepolisian (1 Lembar); 

5. Daftar Riwayat Hidup (1 Lembar);

6. Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa (1

Lembar);

7. Foto Copy ljasah terakhir (1 Lembar) ;

8. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

9. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara

diatas Materai Rp.6.000,- (untuk surat keterangan
tidak terpidana) (1 Lembar);

10. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya

diatas Materai Rp.6.000,- (untuk surat keterangan
tidak dicabut hak pilihnya) ( 1 Lembar )

PENGADILAN

Melakukan pencetakan Surat Keterangan

Pada aplikasi PTSP+
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PEMOHON
Datang ke Pengadilan Negeri dengan

membawa Surat Permohonan yang dicetak

dari aplikasi eraterang / didowload dari

website Pengadilan Negeri Sarolangun serta

membawa dokumen persyaratan untuk mengambil

surat keteranganndi Pengadilan Negeri
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PERSYARATAN

JENIS SURAT KETERANGAN

JENIS PENERIMAAN 
NEGARA BUKAN PAJAK

TARIF 
(Rupiah)

SATUAN

Hak - Hak Kepaniteraan lainnya

a. Pengesahan  dan Pendaftaran surat 
dibawah tangan Rp 10.000,- per surat

b. Penyerahan Turunan /Salinan Putusan/ Rp 500,- per lembar

c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita

Acara Penyumpahan diluar Putusan

Pengadilan

Rp 10.000,- per berita acara

d. Penyimpahan dan penyerahan kembali

uang, surat berharga dan barang yang

disimpan di Kepaniteraan

Rp 10.000,- per surat

e. Akta/surat keterangan Asli yang dibuat di 

kepaniteraan diluar Perkara

Rp 10.000,- per akta / surat

f. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

yang dibuat di kepaniteraan pada

Pengadilan Agama

Rp 10.000,- per akta

g. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil u n

t u k m e w a k i l i p a r a p i h a k y a n g

berperkara di Pengadilan

Rp 10.000,- per surat kuasa/
kuasa insidentil

h. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah 

pada Panitera Badan Peradilan

Rp 10.000,- per putusan /
penetapan

i. Sisa  Uang  Panja r Biaya  Perka ra
(Yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan)

per perkara

BANTU KAMI MEMBANGUN ZONA 
INTEGRITAS DENGAN TIDAK MEMBERI 

IMBALAN ATAU GRATIFIKASI



PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI  
GUGATAN SEDERHANA

Perkara yang dikecualikan dari gugatan  

sederhana di antaranya:

Perkara yang penyelesaian sengketanya  

dilakukan melalui pengadilan khusus  

sebagaimana diatur di dalam peraturan  

perundang-undangan, seperti persaingan  

usaha sengketa konsumen dan penyelesaian  

perselisihan hubungan industrial.

Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak  
atas tanah.

PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN  
GUGATAN SEDERHANA

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan

ataupun badan hukum, dapat mengajukan

gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu  

kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

BIAYA PERKARA

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh  

Ketua Pengadilan Negeri setempat. Panjar biaya  

tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan  

biaya perkara dibebankan kepada pihak yang  

kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat  

yang tidak mampu dapat mengajukan  

permohonan beracara secara cuma-cuma atau  

prodeo.

MEKANISME PENDAFTARAN GUGATAN  
SEDERHANA

Penggugat mendaftarkan gugatannya di  

kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis  

oleh penggugat atau dengan mengisi blanko  

gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan.  

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata

dengan nilai gugatan materiil paling banyak

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)yang  

diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian  

yang sederhana Sesuai Perma No. 2 tahun 2015

GUGATAN SEDERHANA

KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Masing - masing satu penggugat dan  

tergugat yang merupakan orang  

perseorangan atau badan hukum.  

Penggugat maupun tergugat dapat lebih  

dari satu apabila memiliki kepentingan  

hukum yang sama;

b. Penggugat dan tergugat berada dalam  

daerah hukum yang sama.

Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun

perbuatan melawan hukum, kecuali untuk

perkara yang telah dikecualikan,sengketa atas

tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi

pengadilan khusus.

Nilai gugatan materiil paling banyak  

Rp 200 .00 0.0 00,-. (Dua Rat us Juta)

Komp. Perkantoran Gunung Kembang

Kab. Sarolangun

Telp. (0745)91006 Fax. (0745)91006

email : sarolangun_pn@yahoo.co.id

website : pn-sarolangun.go.id

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

mailto:pnpacitan@gmail.com


apapun termasuk banding, kasasi, dan  

peninjauan kembali.

LAMA PENYELESAIAN KEBERATAN

Putusan terhadap permohonan keberatan  

diucapkan paling lambat 7 (tujuh)hari setelah  

tanggal penetapan majelis hakim. Dalam  

memutus permohonan keberatan, Majelis Hakim  

mendasarkan kepada:

1. Putusan dan berkas gugatan sederhana;

2. Permohonan keberatan dan memori keberatan;  

dan

3. Kontra memori keberatan.

PERAN KUASA HUKUM

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan  

kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari  

kuasa hukum. Namun demikian, terdapat  

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai  

berikut:

1. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum  

pengadilan yang mengadili perkara anda.

2. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak

menghilangkan kewajiban para pihak untuk  

hadir di persidangan.

PERDAMAIAN DALAM GUGATAN
SEDERHANA

pihak untuk me lakukan perdamaian di luar

persidangan;

3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan

4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat

ditempuh para pihak.

Dalam gugatan sederhana, hakim akan

mengupayakan perdamaian dengan

memperhatika n batas waktu yangtelah

ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang

dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai

prosedur mediasi.

Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat

putusan akta perdamaian yang mengikat para  

pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak  

dapat diajukan upaya hukum.

UPAYA HUKUM KEBERATAN

Upaya hukum terhadap putusan gugatan  

sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan  

keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua  

Pengadilan dengan menandatangani akta  

pernyataan keberatan kepada panitera disertai  

alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7  

(tujuh)hari setelah putusan diucapkan atau

setelah pemberitahuan putusan. Permohonan  

keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan  

dengan mengisi blanko permohonan keberatan  

yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga
putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final.  

Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum

LAMA PENYELESAIAN GUGATAN  
SEDERHANA

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25  
(dua puluh lima)hari sejak hari sidang pertama.

PERAN HAKIM DALAM GUGATAN  
SEDERHANA

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan  

sederhana meliputi:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara  

gugatan sederhana secara berimbang kepada  

para pihak;

2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara  

damai termasuk menyarankan kepada para

TAHAPAN PENYELESAIAN G UGATAN

SEDERHANA

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana

meliputi:

1. Pendaftaran;

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera  

pengganti;

4. Pemeriksaan pendahuluan;

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para  

pihak;

6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;

7. Pembuktian; dan

8. Putusan

1. Identitas penggugat dan

2. Penjelasan ringka s dudu

3. Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gu

wajib melampirkan bukti su

tergugat;

k perkara; dan

gat  

rat

an, penggugat  

yang sudah

dilegalisasi.



Komp. Perkantoran Gunung Kembang

Kab. Sarolangun

Telp./Fax. (0745)91006
email : sarolangun_pn@yahoo.co.id

website : pn-sarolangun.go.id

MEMPEROLEH

INFORMASI PERKARA

DI MAHKAMAH AGUNG

Tahukah

Anda ?
Sebelum Mendatangi Mahkamah Agung,

Sebaiknya Anda melakukan tinjauan terlebih

dahulu melalui internet,karena Mahkamah Agung

memiliki situs resmi yang memuat informasi

penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut



CARA MENGAKSES INFORMASI PERKARA

SECARA ONLINE DI MAHKAMAH AGUNG

1. Buka situs Mahkamah Agung di :

https://www.mahkamahagung.go.id

5. Pilih jenis perkara yang sesuai Agama (AG),

Militer (MIL), Perdata (PDT), Perdata Khusus

(PDT.SUS), Pidana Khusus (PID.SUS), Tata

Usaha Negara (TUN).

7. Akan keluar hasil pencarian. Carilah yang

sesuai dengan pencarian anda. Untuk Lebih

lengkapnya klik Lihat Detail untuk melihat

status perkara secara keseluruhan.

2. Kemudian geser kebawah Klik link Perkara

pada Apllkasi Eksternal Perkara

3. Akan muncul tab baru menuju halaman
Info Perkara. Hal pertama yang muncul adalah

Disclaimer. Baca balk-balk keterangan yang

tertulis kemudian klik Setuju agar dapat
melakukan pencarian pada kolom Info Perkara.

4. Kemudian muncul halaman pencarian Info

Perkara. Pada kolom pencarian. silakan

masukan nomor registrasi perkara.

Contoh: 123 K atau 123 PK

6. Kemudian Klik Tombol Cari



TAHUKAH

ANDA
Bahwa Hak-hakAnda  

Untuk Memperoleh Informasi
Di Pengadilan Negeri Sarolangun

Dijamin Olek SK 1-144/SK/KMA/I/2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Tempat dimana pelayanan informasi
publik serta berbagai sarana atau

fasilitas penyelenggaran pelayanan
informasi lainnya yang bertujuan

memudahkan perolehan

informasi publik

LAYANAN INFORMASI
Pengadilan Negeri Sarolangun

Kelas II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Sarolangun- Jambi

Tep. (0745) 91006

email : sarolangun_pn@yahoo.co.id
website : www.pn-sarolangun.go.id

mailto:pnpacitan@gmail.com


Berdasarkan SK

Ketua Mahkamah Agung RI  

No : 1· 144/ SK /KMA /2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan

Keterbukaan Informas i d i Pengadilan

INFORMASI YANG WAJIB

DIUMUMKAN SECARA

BERKALA OLEH...

PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG

1. Profil dan pelayanan dasar

2. Hak Masyarakat

3. Program Kerja, Kegiatan,

Keuangan dan Kinerja

4. Laporan Akses Informasi

5. Lainnya

1. Informasi Penerimaan Pegawai

2. Daftar rancangan dan tahap  

pembentukan Peraturan

3. Yurisprudensi MA

4. Putusan Mahkamah Agung

5. Laporan Tahunan MA

6. Rencana Strategis MA

INFORMASI YANG WAJIB

TERSEDIA SETIAP SAAT

DAN DAPAT DIAKSES

OLEH PUBLIK

1. Informasi tentang perkara dan

persidangan

2. Informasi tentang peraturan,

kebijakan, dan hasil penelitian

3. Pedoman pengelolaan organisasi,

administrasi, personel dan  

keuangan Pengadilan



Komp. Perkantoran Gunung

Kembang Kab. Sarolangun Telp./Fax. 

(0745) 91006

Emai: sarolangun _pn@yahoo.co.id

Website: pn-sarolangun.go.id

&

Lengkapi Persyaratannya,

Dapatkan Layanannya Pada PTSP

Pengadilan Negeri Sarolangun

PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK

1. Surat Permohonan Penyidik

2. Laporan Polisi

3. Surat Perintah Penyidikan

4. Surat  Perintah Penahanan

5. Berita  Acara Penahanan

6. Surat Permintaan Perpanjangan  

Penahanan Penuntut Umum

7. Surat Perpanjangan Penahanan

Penuntut Umum

8. Resume Polisi

IZIN KHUSUS PENYITAAN DAN  

PENGGELEDAHAN

PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN

1. Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS

2. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan

3. Laporan Polisi

4. Surat Pemberitahuan dlmulainya  

Penyidikan (SPDP)

5. Resume Singkat

1. Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS

2. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan

3. Laporan Polisi

4. Surat Pemberitahuan dimulainya  

Penyidikan (SPDP)

5. Berita Acara Penyitaan I Penggeledahan

6. Surat Tanda Terima Barang Bukti

7. Surat Perintah Penyidikan

8. Resume Singkat

KAMI SIAP MEMBANGUN  

ZONA INTEGRITAS

MENUJU  WILAYAH BEBAS 

KORUPSI  DAN WILAYAH 

BIROKRASI  BERSIH DAN

MELAYANI

LAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA

PENGADILAN NEGERI 
SAROLANGUN



PELIMPAHAN BERKAS PERKARA  

PIDANA BIASA

1. P-31 : Surat Pelimpahan Berkas Perkara

2. T-7 : Surat Perintah Penahanan

3. P-16A : Surat Perintah Penunjukan  Penuntut 

Umum untuk Penyelesaian Tindak  Pidana

4. P-29 : Surat Dakwaan

5. P-33 : Tanda Terima Surat Pelimpahan  

Perkara Acara Pemeriksaan Biasa

6. Yang ancamanya di atas 5 tahun harus ada

Penunjukkan Penasihat Hukum atau Surat  

Penolakan dari Terdakwa untuk didampingi  

Penasihat Hukum

7. Softcopy Dakwaan

8. BAP Polisi

PERMOHONAN UPAYA HUKUM  

BANDING

1. Akta Permohonan Banding, apabila

Terdakwa tidak ditahan dilaksanakan di depan  

Panitera dan apabila Terdakwa ditahan  

dilaksanakan di depan Kepala LAPAS/RUTAN

2. Pemberitahuan Permohonan Banding

3. Memori Banding

4. Pemberitahuan Memori Banding

5. Kontra Memori Banding

6. Pemberitahuan Kontra Memori Banding

7. Pemberitahuan memeriksa berkas

8. Pengantar Pengiriman Berkas ke  

Pengadilan Tinggi

PERMOHONAN UPAYA HUKUM  

KASASI

1. Menandatangani Akta Permohonan Kasasi.  Jika 

Terdakwa di Rutan dan tidak didampingi  Penasihat 

Hukum. Terdakwa dapat menyatakan  di LAPAS / 

RUTAN dan selanjutnya Kepala  LAPAS/RUTAN 

mengirim surat permohoan ke- Pengadilan untuk 

selanjutnya Akta disiapkan  Pengadilan Negeri.

2. Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori

Kasasi. Jika tidak, Kasasi dinyatakan GUGUR  

melalui suatu Penetapan

3. Softcopy Memori Kasasi

PERMOHONAN UPAYA HUKUM  

PENINJAUAN KEMBALI (PK)/GRASI

1. Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan  

Kembali /Grasi. Jika Terdakwa di Rutan,  Terdakwa 

dapat menyatakan di LAPAS /  RUTAN dan 

selanjutnya Kepala LAPAS/ RUTAN  mengirim surat 

permohoan ke Pengadilan  untuk selanjutnya Akta 

disiapkan Pengadilan  Negeri.

2. Grasi dapat diajukan jika Terpidana dijatuhi  

hukuman minimal 2 tahun

3. Softcopy Memori Peninjauan Kembali / Grasi

PERPANJANGAN PENAHANAN  

PENUNTUT UMUM

1. Surat Permohonan dari Penuntut Umum

2. Surat Perintah Penahanan (tingkat Penututan)

3. Berita Acara Pelaksanaan

4. Penahanan lanjutan

5. Berita Acara Penerimaan dan

6. Penelitian Tersangka

7. Berita Acara Pendapat (Resume)

8. Surat Perpanjangan Penahanan dari  

Penuntut Umum

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA  

PIDANA ANAK

1. P-31 : Surat Pelimpahan Berkas Perkara

2. T-7 : Surat Perintah Penahanan

3. P-16A : Surat Perintah Penunjukan Penuntut  

Umum untuk Penyelesaian Tindak Pidana

4. P-29 : Surat Dakwaan

5. P-33 : Tanda Terima Surat Pelimpahan  

Perkara Acara Pemeriksaan Biasa

6. Softcopy Dakwaan

7. BAP Polisi



M E D I A SI
DI PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUNKomp. Perkantoran Gunung
Kembang Kab. Sarolangun

Telp. (0745)91006
Fax. (0745)91006

email : sarolangun_pn@yahoo.co.id

website : pn-sarolangun.go.id

DAMAI ITU INDAH  
KALAU BISA DAMAI,  

KENAPA HARUS SENGKETA?

MEDIASI adalah cara penyelesaian sengketa  

melalui proses perundingan untuk memperoleh  

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh  

Mediator. Penyelesian dilakukan secara damai,  

tepat, efektif dan dapat membuka akses

Lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh  

penyelesaian yang memuaskan serta keadilan



PERMA NO. 1 TAHUN2016

TentangProsedurMediasidi Pengadilan

Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian
hukum acara perdata dapat memperkuat dan

mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam

penyelesaian sengketa.

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan

dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa  

perkara mewajibkan para pihak menempuh  

mediasi.

2. Mediator melakukan mediasi berdasarkan  

Penetapan Hakim Ketua Majelis pemeriksa  

perkara tentang perintah melakukan Mediasi  

dan penunjukan mediator kepada mediator yang  

ditunjuk pada kesempatan pertama.

3. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari  

terhitung sejak penetapan perintah melakukan  

mediasi. atas kesepakatan para pihak, jangka  

waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama  

30 hari.

4. Penggunaan Mediator Hakim dan aparatur  

Pengadilan tidak dipungut biaya jasa. Biaya jasa  

mediator non hakim ditanggung bersama atau  

berdasarkan kesepakatan para pihak.

Jika MEDIASI berhasil, para pihak dengan bantuan  

mediator merumuskan  kesepakatan perdamaian  

secara tertulis. Kesepakatan damai ditandatangani  

oleh para pihakdan mediator.

Kesepakatan MEDIASI tidak boleh memuat  

ketentuan yang bertentangan dengan hukum,  

ketertiban umum dan kesusilaan, merugikan  

pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan PERDAMAIAN dapat dikuatkan  

dengan Akta Perdamaian atau Pencabutan.



Petugas Informasi PN

Sarolangun mencatat semua yang

disebutkan oleh Pemohon Informasi

Publik pada langkah 2.

Pemohon Informasi Publik harus  

meminta tanda bukti kepada Petugas  

Informasi bahwa telah melakukan  

permintaan informasi, serta nomor  

pendaftaran permintaan.

PPID PN Sarolangun dalam 

jangka waktu paling lambat  30 

(tiga puluh) hari kerja setelah  

diketemukan alasan.

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan  

permintaan informasi publik kepada Pengadilan

Negeri Sarolangun melalui Pejabat Pengelola 

Informasi dan  Dokumentasi (PPID) baik 

langsung maupun  tidak langsung (surat, email,

telepon).

LANGKAH 2

Pemohon Informasi Publik harus  

menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis  

informasi yang diminta, bentuk  

informasi yang diminta dan cara  

penyampaian informasi yang diinginkan.

LANGKAH 3

LANGKAH 4

LANGKAH 5

PPID memberikan jawaban untuk  

memenuhi permohonan informasi  

atau tidak memenuhi dengan  

disertai alasan, dalam waktu 10  

(sepuluh) hari kerja dan dapat  

diperpanjang selama 7 (tujuh) hari  

kerja.

LANGKAH 2

Atasan PPID PN Sarolangun harus 

memberikan  tanggapan atas 

pengajuan keberatan  tersebut paling 

lambat 30 (tiga puluh)  hari kerja 

sejak diterimanya keberatan  secara 

tertulis. Apabila atasan PPID  

menguatkan putusan yang ditetapkan  

bawahannya maka alasan tertulis  

disertakan bersama tanggapan  

tersebut.

SELESAI

Jika pengaju keberatan puas  

atas putusan Atasan PPID,  

maka sengketa keberatan  

selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi  

Publik tidak puas atas tanggapan  

Atasan PPID, maka penyelesaian  

sengketa Informasi Publik dapat  

diajukan kepada Komisi Informasi  

Pusat.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja  

setelah diterimanya permohonan  

penyelesaian Sengketa Informasi Publik,  

Komisi Informasi harus mulai  

melakukan proses penyelesaian sengketa  

melalui mediasi, paling lambat 100  

(seratus) hari kerja.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi  

Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

LANGKAH 1

Pengajuan Sengketa Informasi  

Publik ke Komisi Informasi  

diajukan dalam waktu 14  

(empat belas) hari kerja setelah  

diterimanya tanggapan tertulis  

dari Atasan PPID yang tidak  

memuaskan Pemohon  

Informasi Publik.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan  

kesepakatan, maka hasil kesepakatan  

mediasi tersebut ditetapkan oleh

Putusan Komisi Informasi.

Apabila salah satu atau para pihak  

yang bersengketa secara tertulis  

menyatakan tidak menerima putusan  

adjudikasi dari Komisi

Informasi paling

lambat 14 (empat  

belas) hari kerja

setelah diterimanya 

putusan tersebut,

maka dapat

mengajukan gugatan melalui  

pengadilan.

SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil  

secara tertulis oleh salah satu pihak atau para  

pihak yang bersengketa menarik diri dari  

perundingan, maka Komisi Informasi  

melanjutkan proses penyelesaian sengketa  

melalui adjudikasi.

SELESAI

Jika Pemohon Informasi  

puas atas keputusan  

Adjudikasi Komisi  

Informasi, sengketa selesai.

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara  

tertulis kepada atasan PPID Pengadilan Negeri Sarolangun

berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1
Keberatan diajukan kepada atasan

PERMOHONAN INFORMASI TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETAINFORMASI



Pengajuan gugatan oleh salah  

satu atau para pihak yang  

bersengketa secara tertulis  

menyatakan tidak menerima  

putusan Adjudikasi dari Komisi  

Informasi Pusat paling lambat 14  

(empat belas) hari kerja setelah  

diterimanya putusan tersebut.

Jika tidak menerima putusan  

pengadilan, penggugat  

mengajukan Kasasi kepada  

Mahkamah Agung.

Pengajuan Kasasi dilakukan  

selambat-lambatnya 14 (empat  

belas) hari sejak diterimanya  

putusan Pengadilan Tata Usaha  

Negara atau Pengadilan Negeri.

Penggugat  

menerima  

putusan  

pengadilan.

TAHAP 3

Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang  

langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Pengajuan gugatan

dilakukan melalui

Pengadilan Tata Usaha  

Negara apabila yang

digugat adalah Badan

Publik negara.

Pengajuan gugatan  

dilakukan melalui  

Pengadilan Negeri  

apabila yang digugat

adalah Badan Publik

selain Badan Publik  

Negara.

SELESAI

Jika pengaju sengketa puas atas  

putusan pengadilan, sengketa  

selesai

Humas Pengadilan Negeri Sarolangun

PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
DAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI



TAHUKAH
ANDA
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Adalah pelayanan secara
terintegritasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari
tahap awal sampai dengan
tahap penyelesaian produk
pelayanan pengadilan melalui
satu pintu

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP)

(One Integrated 

Service)

Pengadilan Negeri Sarolangun
Komp. Perkantoran Gunung
Kembang Kab. Sarolangun

Telp./Fax. (0745) 91006
Emai: sarolangun _pn@yahoo.co.id

Website: pn-sarolangun.go.id



JENIS-JENIS LAYANAN
PERADILAN YANG 
PELAKASAANNYA 
DILAKUKAN SECARA 
TERPADU

UMUM

Penerimaan surat masuk

PIDANA
1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara

pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/ 
lalu lintas dari PU/ Penyidik

2. Pendaftaran permohonan praperadilan
3. Penerimaan permohonan perlawanan, 

banding, kasasi, PK dan grasi
4. Penerimaan memori/kontra memori

perlawanan, banding, kasasi, dan PK
5. Penerimaan permohonan pencabutan, 

perlawanan, banding, kasasi dan PK
6. Penerimaan permohonan izin/ 

persetujuan penggeledahan
7. Penerimaan permohonan

izin/persetujuan penyitaaan
8. Penerimaan permohonan izin

/persetujuan pemusnahan barang bukti
dan atau pelelangan barang bukti.

9. Penerimaan permohonan perpanjangan
penahanan

10. Penerimaan permohonan pembantaran
11. Penerimaan permohonan izin besuk
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan

dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara pidana

1. Pendaftaran perkara gugatan biasa
2. Pendaftaran perkara gugatan

sederhana
3. Pendaftaran verset atas putusan

verstek
4. Pendaftaran perkara

perlawanan/bantahan
5. Pendaftaran perkara permohonan
6. Pendaftaran permohonan banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali
7. Penerimaan memori/kontra memori

banding, kasasi dan peninjauan
kembali.

8. Penerimaan permohonan sumpah atas
ditemukannya bukti baru dalam
permohonan peninjauan kembali

9. Permohonan dan pengambilan sisa
panjar biaya perkara

10. Permohonan dan pengambilan
turunan putusan

11. Pendfataran permohonan eksekusi
12. Pendaftaran permohonan konsiyasi
13. Permohonan pengambilan uang hasil

eksekusi dn uang konsiyasi
14. Permohonan pencabutqan gugatan

permohonan , banding, kasasi, PK dan
eksekusi serta konsinyasi

15. Permohonan pendaftaran putusan
arbitrase.

16. Layanan-layanan lain yang 
berhubungan dengan proses dan
informasi penyelesaian perkara
perdata

PERDATA HUKUM

1. Permohonan pendaftaran
akta pendirian CV

2. Permohonan pendaftaran
waarmaking surat pernyataan
waris

3. Permohonan pendaftaran
penolakan waris

4. Permohonan surat keterangan
tidak tersangkut perkara
pidana dan perdata\

5. Permohonan melaksanakan
penelitian dan riset

6. Permohonan keterangan data 
perkara dan turunan putusan
perkara yang berkekuatan
hukum tetap

7. Permohonan pendaftaran
surat kuasa

8. Permohonan pendaftaran
legalisasi akta kelahiran

9. Permohonan legalisasi surat
10. Permohonan pendaftaran

utang tak tertagih
11. Layanan pengaduan / SIWAS-

MARI
12. Layanan-layanan lain yang 

berhubungan dengan
pelayanan jasa hukum
lainnya.



  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II 

KomplekPerkantoranGunungKembangKab.Sarolangun 
Telp/ Fax : 0745 – 91006 

Website : www.pn-sarolangun.go.id 
 

INFORMASI PELAYANAN 

 

Informasi Pelayanan Pada Website 

 

 

http://www.pn-sarolangun.go.id/


Informasi Pelayanan Pada Media Sosial 
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